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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) bagi UU RI Nomor 40 Tahun 2004 yang 

melandaskan keinginan agunan kesehatan yang pantas kepada semua warga Indonesia ialah 

Agunan Kesehatan Nasional( JKN) yang dilaksanakan oleh Tubuh Eksekutor Jaminana 

Sosial( BPJS). 

Bagi Tubuh Eksekutor Agunan Sosial( BPJS) Nomor 16 Tahun 2016, hal Iuran 

Agunan Kesehatan( JKN) ialah beberapa duit yang di bayarkan dengan cara pas durasi oleh 

partisipan, bagus ia seseorang donatur kegiatan atau penguasa buat program agunan 

kesehatan. Gugatan iuran Partisipan Bukan Akseptor Imbalan( PBPU) serta Bukan 

Pekerja( BP) ialah koletifan dari semua badan keluarga tang tertera dalam Kartu 

Keluarga( KK) atau yang telah ada selaku badan keluarga. 

Di Indonesia pada bulan Mei pada Bertepatan pada 28 Tahun 2021, jumlah partisipan 

Akseptor Dorongan Iuran– Perhitungan Pemasukan Serta Berbelanja Negeri( PBI- APBN) 

sebesar( 96. 631. 312) jiwa, Akseptor Dorongan Iuran– Perhitungan Pemasukan Serta 

Berbelanja Wilayah( PBI- APBD) sebesar( 35. 284. 149) jiwa, Pekerja Akseptor Imbalan 

Eksekutor Negeri( PPU- PN atau Karyawan Negri Awam) sebesar( 17. 580. 288) jiwa, 

Pekerja Akseptor Imbalan Tidak hanya Eksekutor Negeri( PPU- BU) sebesar( 37. 817. 278) 

jiwa, Pekerja Bukan Akseptor Imbalan( PBPU- Pekerja Mandiri) sebesar( 30. 616. 023) jiwa, 

serta Bukan Pekerja( BP) sebesar( 4. 127. 923) jiwa( Informasi Partisipan JKN, Website 

BPJS, 2021). 

Pada akhir tahun 2019 presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan peraturan 

mengenai kenaikan iuran JKN, kenaikan tersebut mencapai 100% dari iuran sebelumnya, 

yang dimana peraturan tersebut tertuang dalam Perpres No.75 Tahun 2019 yang mulai 
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diterapkan pada per 1 Januari 2020. Perpres No.75 Tahun 2019 pada pasal 34 ayat 1 

menyebutkan kenaikan iuran peserta JKN pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 

(PBPU/Mandiri) dan Bukan Pekerja (BP/Non PBI) untuk fasilitas kesehatan adalah sebesar 

Rp. 42.000,- per bulan dengan perawatan kelas III, sebesar Rp. 110.000,- per bulan dengan 

pelayanan kesehatan diruang perawatan kelas II, sebesar Rp. 160.000,- per bulan dengan 

pelayanan kesehatan diruang perawatan kelas I . 

Kesimpulannya pada bulan Maret 2020 Dewan Agung( MA) menghapuskan Perpres 

Nomor. 75 Tahun 2019, bagi dari periset pembatalan itu dicoba oleh Kepala Dinas Hukum 

serta Humas MA oleh ayah Abdullah yang berkata ekskalasi iuran sepatutnya tidak dicoba 

mengenang bobot hidup warga yang wajib dijamin serta tanpa terdapatnya kenaikan sarana 

ataupun mutu kesehatan yang dijamin.  

Tidak lama sehabis pembatalan ekskalasi iuran BPJS kesehatan yang bertambah 

100%, serta pada Mei 2020 Kepala negara Joko Widodo menghasilkan ketetapan menganai 

ekskalasi bayaran iuran BPJS Kesehatan, ekskalasi iuran itu dicantumkan dalam Peraturan 

Kepala negara Nomor. 64 Tahun 2020 mengenai pergantian kedua atas Peraturan Kepala 

negara Nomor. 82 Tahun 2018 mengenai Agunan Kesehatan Nasional( JKN) yang hendak 

legal pada bulan Juli tahun 2020. Ekskalasi iuran BPJS kesehatan menggapai 96%( Zhellah 

2021) 

Dalam Perpres Nomor. 64 Tahun 2020 pada artikel 34 bagian 1 menarangkan 

ekskalasi iuran JKN Bukan Akseptor Imbalan( BPU atau Mandiri) serta Bukan Pekerja( BP 

atau Non PBI) buat sarana jasa kesehatan kategori I sebesar RP. 150. 000, sarana jasa 

kesehatan kategori II sebesar Rp. 100. 000, serta sarana jasa kesehatan kategori III sebesar 

25. 500( sebesar 16. 500 per bulan serta per orang dijamin oleh penguasa pusat selaku 

dorongan iuran tahun 2020). Serta pada tahun 2021 hingga tahun berikutnya buat fasilatas 
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jasa kategori III sebesar RP. 35. 000( sebesar 7. 000 per bulan serta per orang dijamin oleh 

penguasa pusat ataupun penguasa wilayah selaku dorongan iuran. 

Bagi dari hasil yang di bisa oleh periset hal ketetapan Kepala negara Joko Widodo hal 

ekskalasi bayaran iuran BPJS kesehatan memanen banyak membela ataupun anti dari 

bermacam golongan sebab ditengah Pandemic Virus Corona yang lagi menyerang indonesia 

penguasa justru tingkatkan ekskalasi iuran BPJS kesehatan. Dikala ini paling utama warga 

pantai yang berpendapatan selaku nelayan kerap hadapi kesusahan dalam ekonomi 

disebabkan situasi cuaca serta sebab terdapatnya Pemisahan Sosial Bernilai Besar( PSBB) 

banyak para nelayan tidak dapat menjualkan hasil buruan ikan sebab banyaknya pasar tempat 

berdagang wajib diberhentikan sedangkan durasi dampak PSBB. Dampak itu pendapatan 

serta pemasukan ekonomi menurun sebaliknya mereka wajib penuhi keinginan pokok buat 

satu hari– harinya. Oleh karena itu, sebagain besar bermacam warga Indonesia tidak sepakat 

serta merasa amat terbebani kepada kebijaksanaan tersebut. 

Di Dusun Rantau Jauh, Kecamatan Tepi laut Labu, pada bulan Januari tahun 2021, 

jumlah peseta Akseptor Dorongan Iuran– Perhitungan Pemasukan Serta Berbelanja 

Negeri( PBI- APBN) sebesar( 1873) jiwa, Masyarakat yang Didaftakan oleh Penguasa 

Wilayah( PD- PEMDA) sebesar( 504) jiwa, Pekerja Akseptor Imbalan( PPU) sebesar( 73) 

jiwa, Bukan Pekerja( BP) sebesar( 3) jiwa, serta Pekerja Bukan Akseptor Imbalan( PBPU) 

sebesar( 146)( Informasi Partisipan JKN, BPJS Deli Serdang). Bersumber pada BPS 

Kecamatan, Tepi laut labu, 2019 jumlah Masyarakat Dusun Rantau Jauh Kecamatan, Tepi 

laut labu kurang lebih dekat( 3. 121) dengan persentase( 6. 01%) jiwa, serta jumlah Rumah 

Tangga( 713) jiwa( BPS Kabupaten Deli Serdang 2021) 

Keahlian Melunasi( Ability to pay) serta Keinginan Melunasi( Willingness to pay) 

ialah 2 aspek yang berfungsi berarti dalam pengaruhi warga dalam melaksanakan 

pembayaran iuran kesehatan atau berfungsi berarti dalam pengaruhi warga buat turut ikut 
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serta menjajaki Agunan Kesehatan Nasional( JKN)( Dedy et angkatan laut(AL). 2019). Besar 

kecilnya sesuatu keahlian melunasi serta keinginan melunasi warga dalam melunasi iuran 

kesehatan mempunyai sebagian aspek yang bisa mempengaruhinya, ialah: Pembelajaran, 

Wawasan, Profesi, Pengeluaran, Pemasukan, keahlian serta keinginan warga buat melunasi 

iuran kesehatan, jarak tempat pembayaran, durasi pembayaran, jumlah badan keluarga, 

dorongan serta anggapan tempat pembayaran iuran kesehatan (Hildayanti and Batara 2020). 

Program BPJS kesehatan membagikan khasiat untuk pekerja yang penghasilannya 

tidak senantiasa tercantum warga yang bernata pencarian selaku nelayan, dengan terdapatnya 

program BPJS kesehatan warga bisa merasakan jasa kesehatan yang mencukupi serta bisa 

kurangi warga dari Resiko bayaran amanah sendiri( Out Of Pocket) bagus dalam besar 

ataupun kecil. Walupun begitu banyak dari warga yang sedang melaksanakan penunggakan 

iuran kesehatan. Dari hasil tanya jawab yang di jalani dengan cara langsung oleh periset 

kepada warga Dusun Rantau Jauh, Kecamatan Tepi laut Labu. Pemasukan yang diterima oleh 

nelayan warga Dusun Rantau Jauh berkisaran Rp. 50. 000– 100. 000,- perhari. Sebagian 

warga sering- kali tidak membekuk ikan disebabkan situasi cuaca yang tidak mensupport buat 

berangkat melaut serta memerlukan durasi 1- 3± bulan buat mereka balik melaut. Dampak itu 

banyak warga yang menunda buat melunasi iuran kesehatan, keahlian serta keinginan mereka 

melunasi iuran kesehatan dialihkan buat penuhi keinginan pokok mereka. 

Bersumber pada penjelasan kerangka balik diatas, bisa diketahi kalau periset terpikat 

buat menelitiProgram BPJS kesehatan membagikan khasiat untuk pekerja yang 

penghasilannya tidak senantiasa tercantum warga yang bernata pencarian selaku nelayan, 

dengan terdapatnya program BPJS kesehatan warga bisa merasakan jasa kesehatan yang 

mencukupi serta bisa kurangi warga dari Resiko bayaran amanah sendiri( Out Of Pocket) 

bagus dalam besar ataupun kecil. Walupun begitu banyak dari warga yang sedang 

melaksanakan penunggakan iuran kesehatan. Dari hasil tanya jawab yang di jalani dengan 
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cara langsung oleh periset kepada warga Dusun Rantau Jauh, Kecamatan Tepi laut Labu. 

Pemasukan yang diterima oleh nelayan warga Dusun Rantau Jauh berkisaran Rp. 50. 000– 

100. 000,- perhari. Sebagian warga sering- kali tidak membekuk ikan disebabkan situasi 

cuaca yang tidak mensupport buat berangkat melaut serta memerlukan durasi 1- 3± bulan 

buat mereka balik melaut. Dampak itu banyak warga Program BPJS kesehatan membagikan 

khasiat untuk pekerja yang penghasilannya tidak senantiasa tercantum warga yang bernata 

pencarian selaku nelayan, dengan terdapatnya program BPJS kesehatan warga bisa 

merasakan jasa kesehatan yang mencukupi serta bisa kurangi warga dari Resiko bayaran 

amanah sendiri( Out Of Pocket) bagus dalam besar ataupun kecil. Walupun begitu banyak 

dari warga yang sedang melaksanakan penunggakan iuran kesehatan. Dari hasil tanya jawab 

yang di jalani dengan cara langsung oleh periset kepada warga Dusun Rantau Jauh, 

Kecamatan Tepi laut Labu. Pemasukan yang diterima oleh nelayan warga Dusun Rantau Jauh 

berkisaran Rp. 50. 000– 100. 000,- perhari. Sebagian warga sering- kali tidak membekuk ikan 

disebabkan situasi cuaca yang tidak mensupport buat berangkat melaut serta memerlukan 

durasi 1- 3± bulan buat mereka balik melaut. Dampak itu banyak warga yang menunda buat 

melunasi iuran kesehatan, keahlian serta keinginan mereka melunasi iuran kesehatan 

dialihkan buat penuhi keinginan pokok mereka. 

Bersumber pada penjelasan kerangka balik diatas, bisa diketahi kalau periset terpikat 

buat menelitiyang menunda buat melunasi iuran kesehatan, keahlian serta keinginan mereka 

melunasi iuran kesehatan dialihkan buat penuhi keinginan pokok mereka. Bersumber pada 

penjelasan kerangka balik diatas, bisa diketahi kalau periset terpikat buat mempelajari  

“Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Terhadap Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Pada Nelayan Di Desa Rantau Panjang Kecamatan 

Pantai Labu”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Rumusan Masalah Latar Belakang di atas, dapat merumuskan suatu 

masalah yaitu: Bagaimana Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) Terhadap Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Pada Nelayan Di Desa Rantau 

Panjang Kecamatan Pantai Labu.?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk Mengalisis Kemampuan Dan Kemauan 

Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Kenaikan Tarif BPJS 

Kesehatan Pada Nelayan Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu “. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus yaitu sebagai berikut : 

1. Buat Mengalisis Keahlian Melunasi Iuran Agunan Kesehatan Nasional( JKN) 

kepada Ekskalasi Bayaran BPJS Kesehatan Pada Nelayan Di Dusun Rantau Jauh 

Kecamatan Tepi laut Labu. 

2. Buat Mengalisis Keinginan Melunasi Iuran Agunan Kesehatan Nasional( JKN) 

kepada Ekskalasi Bayaran BPJS Kesehatan Pada Nelayan Di Dusun Rantau Jauh 

Kecamatan Tepi laut Labu. 

1.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini sebagaimana diharapkan : 

1. Untuk Tubuh Eksekutor Agunan Kesehatan Sosial( BPJS) Kesehatan, ialah: dari 

hasil keahlian serta keinginan melunasi iuran kesehatan pada nelayan jadi sesuatu 

materi masukan serta bonus dalam menilai penerapan program Agunan Kesehatan 

Nasional( JKN). 

2. Untuk bidang kesehatan warga, ialah: selaku materi bonus dalam ilmu wawasan 

serta admisistrasi kebijaksanaan kesehatan dalam pembiyaan kesehatan spesialnya 
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hal keahlian serta keinginan pada nelayan dalam melunasi iuran Agunan Kesehatan 

Nasional( JKN). 

3. Untuk periset, ialah: selaku materi bonus ilmu wawasan dan selaku materi praktek 

dalam melaksanakan serta mempraktikkan ilmu kesehatan di warga lewat aktivitas 

riset hal keahlian serta keinginan warga dalam melunasi iuran Agunan Kesehatan 

Nasional( JKN) kepada nelayan di Dusun Rantau Jauh, Kecamatan Tepi laut Labu.  

 


